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ABSTRAK

Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mengetahui  bentuk-bentuk perlindungan
hukum yang diberikan kepada Anak Buah
Kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan
asing serta mengetahui penegakan hukum
bagi Anak Buah Kapal yang mengalami
pelanggaran hak pekerja saat bekerja di
kapal penangkap ikan asing. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif yang menggunakan pendekatan
terhadap asas-asas hukum dan sistematika
hukum vyang tertuang dalam peraturan
perundang-undangan.  Hasil  penelitian
menunjukkan bahwa perlindungan hukum
terhadap Anak Buah Kapal penangkap ikan
asing  masih  menghadapi  berbagai
hambatan, khususnya dalam pemenuhan
hak-hak Anak Buah Kapal dan seringnya
pelanggaran hak pekerja terhadap Anak
Buah Kapal. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa dibutuhkan aturan lebih lanjut
mengenai perlindungan hukum kepada anak
buah kapal yang bekerja di kapal penangkap
ikan asing. Selain itu, pemerintah Indonesia
juga memerlukan penambahan ratifikasi
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aturan Internasional seperti Konvensi ILO
Nomor 188 Tahun 2007 untuk pemenuhan
perlindungan hukum kepada anak buah
kapal yang bekerja di kapal asing.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Profesi Anak Buah Kapal (ABK)
merupakan pekerjaan yang diminati oleh
sebagian orang karena didasarkan pada
imbalan upah yang cukup menggiurkan.
Mereka meyakini bahwa dengan profesi
tersebut, mereka mampu secara finansial
untuk menafkahi keluarganya. Tidak jarang
karena dorongan tersebut, mereka secara
langsung menerima tawaran agen tanpa
mengetahui  jenis pekerjaan, hak dan
kewajibannya, dan perlindungan hukum yang
tersedia untuk mereka di tempat kerja.> ABK
yang berniat bekerja di kapal asing harus
mengurus perjanjian kerja yang dibuat sesuai
dengan peraturan negara Indonesia dan
peraturan negara tempat mereka akan
bekerja. ABK harus memiliki dokumen
berupa kartu tenaga kerja luar negeri,
perjanjian  penempatan  kapal  asing,
perjanjian kerja laut, dan sebagainya.®

Perlindungan anak buah kapal meliputi
berbagai aspek, seperti hak atas upah yang
layak, jam kerja yang wajar, serta jaminan
kesehatan dan keselamatan. Perlindungan
juga termasuk untuk mencegah pekerja di
eksploitasi, seperti kerja melebihi batas,
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kekerasan di atas kapal. Perlindungan hukum
terhadap anak buah kapal merupakan
tanggung jawab dari negara asal tempat ABK
bekerja, yaitu negara bendera kapal. Namun,
dengan adanya perlindungan hukum, bisa
memberikan  kepastian  hukum  dan
perlindungan dari kesewenangan kepada para
ABK jika hak-hak mereka telah direnggut
atau dilanggar oleh orang lain.’

Perlindungan hukum merujuk pada
usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau
pihak yang berwenang melalui peraturan
yang ada, dengan tujuan untuk melindungi
hak dan kepentingan masyarakat. Hukum
berperan untuk melindungi kepentingan
manusia, dan agar perlindungan tersebut
efektif, hukum harus diterapkan secara
profesional, damai, dan teratur. Hukum
menjadi pedoman bagi setiap individu untuk
menghindari perbuatan yang merugikan.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan
perlindungan hukum, dibutuhkan kepastian
hukum yang memastikan bahwa hak-hak
manusia tetap terjaga®

Pengaturan dan perlindungan hukum
untuk ABK yang bekerja di kapal asing
masih tidak jelas dan cukup. Hal ini dapat
menyebabkan ABK menjadi rentan terhadap
eksploitasi dan penyalahgunaan hak-hak
mereka. Di Indonesia perlindungan hukum
terhadap ABK yang bekerja di kapal asing
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2022 Tentang Penempatan dan
Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan
Awak Kapal Perikanan Migran yang
merupakan aturan turunan dari Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
yang menegaskan bahwa anak buah kapal
merupakan bagian dari pekerja migran
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sebagai mana yang telah tercantum di dalam
Pasal 4 Ayat (1C) undang-undang tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada
anak buah kapal yang bekerja di kapal
penangkap ikan asing?

2. Bagaimana penegakan hukum kepada
anak buah kapal yang mengalami
pelanggaran hak pekerja saat bekerja di
kapal penangkap ikan asing?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum
yang diberikan bagi ABK Indonesia yang
bekerja di kapal penangkap ikan asing.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum
bagi anak buah kapal yang mengalami
pelanggaran hak pekerja saat bekerja di
kapal penangkap ikan asing.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kepada Anak
Buah Kapal Yang Bekerja di Kapal
Penangkap lkan Asing

Indonesia adalah negara hukum, di
mana Perlindungan hukum merupakan
aspek fundamental dari prinsip negara
hukum. Prinsip ini terkait dengan Hak-hak
manusia yang diakui dan dilindungi dengan
posisi utama, serta dianggap sebagai tujuan
utama negara hukum.

Pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia tertulis bahwa:
“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
adalah segala upaya untuk melindungi
kepentingan  Calon Pekerja  Migran
Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran
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Indonesia  dan  keluarganya  dalam
mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan
haknya dalam keseluruhan kegiatan
sebelum bekerja, selama bekeda, dan
setelah bekerja dalam aspek hukum,
ekonomi, dan sosial”.® Oleh sebab itu anak
buah kapal yang bekerja di kapal penangkap
ikan juga berhak dilindungi karena di dalam
UU ini juga disebutkan dalam Pasal 4 Ayat
IC bahwa: “Pekerja migran Indonesia
meliputi pelaut awak kapal dan pelaut
perikanan”.*

Perlindungan hukum anak buah kapal
(ABK) yang bekerja di kapal penangkap
ikan asing perlu memperhatikan aspek hak
para pekerja yang melekat pada setiap
individu, termasuk ABK vyang rentan
menjadi  korban pelanggaran  seperti
perbudakan, kekerasan, dan eksploitasi.
ABK sebagai pekerja migran memiliki hak
untuk mendapatkan perlindungan dan
keselamatan  selama  bekerja,  serta
perlindungan dari praktik perdagangan
orang yang merupakan pelanggaran serius
di laut lepas. Oleh karena itu, perlindungan
hukum yang diberikan pemerintah terdiri
atas dua bentuk, yakni perlindungan
preventif dan represif, termasuk melalui
kerja sama bilateral dengan negara lain
untuk mengatasi pelanggaran hak pekerja
anak buah kapal.! Dengan demikian,
perlindungan hukum kepada anak buah
kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan
asing memerlukan pendekatan terintegrasi
yang melibatkan harmonisasi regulasi
nasional, penguatan implementasi konvensi
internasional, peningkatan pengawasan
serta akses bantuan hukum bagi ABK.
Upaya tersebut penting untuk menjamin
keselamatan,  hak-hak  pekerja, dan
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keberlanjutan  sektor perikanan yang
melibatkan tenaga kerja migran di kapal
kapal asing.

Perlindungan hukum bagi anak buah
kapal (ABK) ini diatur dalam berbagai
peraturan, tetapi dalam implementasinya
negara bertanggung jawab melakukan
pengawasan ketat terhadap agen perekrut,
kapal, dan memastikan penanganan kasus
pelanggaran hak ABK dapat dilakukan
secara hukum. Dalam hukum nasional yang
paling jelas mengatur tentang perlindungan
anak buah kapal di kapal penangkap ikan
adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan
Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan
Awak Kapal Perikanan Migran.
Perlindungan Anak Buah Kapal menurut
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022
mengenai Penempatan dan Perlindungan
Awak Kapal Niaga Migran Pasal 1
menyatakan bahwa perlindungan meliputi
upaya menyeluruh untuk melindungi
kepentingan calon awak kapal, awak kapal,
dan keluarga mereka, bertujuan memastikan
pemenuhan hak mereka dalam seluruh fase
sebelum, selama, dan setelah bekerja,
termasuk aspek hukum, ekonomi, dan
sosial.?

Perlindungan terhadap ABK dalam
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
diuraikan secara umum sebagai
perlindungan  untuk pekerja  migran
Indonesia yakni, mencakup perlindungan
yang diberikan dari tahap sebelum bekerja,
selama masa kerja, hingga setelah
berakhirnya pekerjaan, Namun untuk lebih
rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah No.
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22 Tahun 2022 yang juga menjelaskan
ketiga aspek pelindungan ini, yaitu sebagai
berikut:

Negara asal anak buah kapal dan
negara tempat mereka bekerja memiliki
tanggung jawab terhadap perlindungan
hukum ABK yang bekerja di kapal asing.
Selain melibatkan kedua negara tersebut,
tanggung jawab terhadap ABK juga diatur
dalam suatu kesepakatan yang dibuat
sebelum ABK mulai bekerja di kapal
penangkap ikan asing, perjanjian ini
dilakukan antara ABK dan pemilik kapal,
yang dikenal sebagai perjanjian kerja laut.
Aspek perjanjian kerja antara ABK dan
perusahaan pengelola kapal penangkap ikan
asing sangat penting dalam mewujudkan
perlindungan hukum. Perjanjian ini harus
memuat hak dan kewajiban yang jelas,
terutama terkait upah, jaminan kesehatan,
keselamatan kerja, masa Kkerja, serta
ketentuan penyelesaian sengketa yang bisa
diakses secara efektif oleh ABK.13

Menurut Peraturan Pemerintah No0.22
Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (8) tentang
Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal
Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan
Migran: “Perjanjian Kerja Laut yang
selanjutnya disingkat PKL adalah perjanjian
kerja perseorangan Yyang dibuat dan
ditandatangani antara awak kapal dengan
pihak yang bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kerja atau Prinsipal yang memuat
hak dan kewajiban para pihak dan disahkan
oleh syahbandar.”*

Perjanjian kerja laut memastikan
bahwa semua aspek operasional kapal
sesuai operasional kapal sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan mencantumkan
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kewajiban untuk mematuhi ketentuan ini.
Selain itu, perjanjian ini memberikan
perlindungan hukum dan keselamatan yang
memadai bagi awak kapal. Pengupahan
awak kapal harus sesuai dengan ketentuan
perjanjian kerja laut, yang
mempertimbangkan kinerja dan kondisi
kerja berdasarkan data dari log book dan
pemantauan. Peraturan ini juga menjamin
bahwa awak kapal menerima upah yang adil
dan sesuai dengan pekerjaan yang mereka
lakukan.®

Aspek perjanjian kerja antara ABK
dan perusahaan pengelola kapal penangkap
ikan asing sangat penting dalam
mewujudkan perlindungan hukum.
Perjanjian ini harus memuat hak dan
kewajiban yang jelas, terutama terkait upah,
jaminan kesehatan, keselamatan kerja, masa
kerja, serta ketentuan penyelesaian sengketa
yang bisa diakses secara efektif oleh ABK.
Namun, Kkenyataannya banyak ABK
menghadapi perjanjian kerja yang tidak adil
atau bahkan tidak ada perjanjian tertulis
sama sekali, sehingga memperburuk posisi
mereka ketika terjadi pelanggaran hukum.
Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan
lebih ketat dari pemerintah dan lembaga
terkait untuk menjamin transparansi dan
keadilan dalam perjanjian kerja
laut.'®Akibat yang timbul karena adanya
PKL adalah kewajiban bagi buruh kapal
untuk melakukan kewajibannya berupa
pekerjaan kepada pengusaha pelayaran
sebagaimana yang telah  disepakati.
Sedangkan hak buruh adalah segala suatu
hal yang didapatkan sesuai dengan
pekerjaan yang dilakukan.’
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B. Penegakan Hukum Kepada Anak
Buah Kapal Yang Mengalami
Kekerasan Saat Bekerja di Kapal
Penangkap lkan Asing

Penegakan Penegakan hukum
terhadap pelanggaran hak anak buah kapal
Indonesia di kapal asing menjadi aspek
krusial yang harus mendapat perhatian
serius dari  pemerintah.  Kasus-kasus
penyiksaan, perbudakan, penahanan upah
yang termasuk pelanggaran hak pekerja
yang dialami ABK sangat memerlukan
tindakan hukum tegas, termasuk kerja sama
internasional dalam penanganan tindak
pidana perdagangan orang di sektor
kelautan.

Penegakan hukum terhadap anak buah
kapal (ABK) Indonesia yang mengalami
pelanggaran hak-hak pekerja di kapal
perikanan asing merupakan tantangan
kompleks yang memerlukan pendekatan
nasional dan internasional yang terpadu.
ABK seringkali mengalami eksploitasi,
penyiksaan, pelanggaran upah, bahkan
perbudakan  modern  dalam industri
perikanan asing, sehingga perlindungan
hukum yang efektif menjadi sangat penting
untuk menegakkan keadilan dan hak
mereka.'® Oleh sebab itu penegakan hak
para pekerja perlu wajib dilakukan oleh
pemerintah melalui mekanisme yang sah
secara hukum sebagai bentuk perlindungan
hukum bagi warga negara Indonesia,
sehingga negara memeiliki kewajiban untuk
menegakkan hukum pada saat terjadi
kekerasan kepada Pekerja WNI di kapal
perikanan berbendera asing

Keberhasilan penegakan hukum juga
sangat tergantung pada koordinasi antara
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lembaga penegak hukum nasional, seperti
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta
kerjasama dengan lembaga internasional,
selain dari negara negara tempat kapal
beroperasi. Kelemahan pada koordinasi dan
ketidaksinambungan  data  seringkali
menjadi hambatan dalam proses
pemberantasan tindak pidana pelanggaran
hak pekerja terhadap ABK. Oleh sebab itu,
inisiatif untuk memperkuat sinergi lembaga
melalui Memorandum of Understanding
(MoU) dan forum koordinasi menjadi kunci
untuk efektivitas penegakan hukum ini.
Upaya hukum dalam penegakan kasus
perbudakan dapat dilihat juga dari peran
pemerintah yang harus aktif melakukan
penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) atau juga melakukan
perjanjian bilateral serta multilateral dengan
negara lain yang berfokus pada pertukaran
informasi dan peningkatan komunikasi
dengan tujuan penanganan tindak pidana
pelanggaran hak pekerja di kapal asing.
Pemerintah Indonesia juga melakukan
perbaikan database anak buah kapal yang
bekerja di kapal asing yang diharapkan
dapat memudahkan pendataan dan kontrol
terhadap penempatan pekerja migran.t®
Upaya-upaya Yyang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia juga sejalan dengan
upaya peningkatan kontrol dan pengawasan
database olenh BP2MI sebagai lembaga yang
bertanggung jawab atas penempatan pekerja
migran Yyang dapat dimanfaatkan oleh
kementerian terkait koordinasi ABK dalam
hal penempatan kerja pada kapal asing.
Pelanggaran hak para pekerja tenaga
kerja tidak hanya diterima oleh ABK dari
negara Indonesia saja, namun juga para
ABK dari negara lain yang memiliki

Perikanan Berbendera Asing", Universitas
Brawijaya, 2016.
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kerentanan serupa. Permasalahan kompleks
yang terjadi mengenai ABK migran yaitu
karena persoalan ABK migran menyangkut
yurisdiksi lintas teritorial megara lain.
Sehingga dalam penegakannya cukup sulit
mengingat dalam kasus eksploitasi ABK
migran yang bekerja di atas kapal
penangkap ikan asing ini di laut lepas, ZEE,
dan di laut-laut perbatasan sehingga
melibatkan banyak pelaku dari berbagai
negara dan kejadiannya terjadi di berbagai
yurisdiksi negara. Banyak  ABK
menghadapi kesulitan dalam mengakses
bantuan  hukum akibat keterbatasan
informasi, kendala bahasa, serta posisi
mereka yang secara geografis terisolasi di
kapal asing. Oleh karena itu, program
pendampingan  hukum dan layanan
pengaduan  secara  elektronik  yang
dijalankan oleh pemerintah dan LSM
menjadi sangat vital untuk mengatasi
masalah ini. Program tersebut termasuk
layanan Crisis Center, hotline pengaduan,
dan pendampingan hukum yang didukung
lembaga internasional, agar korban
mendapatkan perlindungan hukum dan hak-
haknya ditegakkan secara efektif.?

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk melindungi anak buah kapal yang
bekerja di kapal asing secara hukum,
peran aktif pemerintah Indonesia sebagai
wakil negara sangat diperlukan. Undang-
undang No. 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
telah menyediakan perlindungan untuk
anak buah kapal di kapal asing. Dengan
disahkannya Peraturan Pemerintah No.
22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan
Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran
memperkuat  perlindungan  tersebut

20 BPPK - Kementerian Luar Negeri RI. Strategi
Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah

dengan menyediakan payung hukum
yang jelas bagi anak buah kapal yang
bekerja di kapal asing. Peraturan
pemerintah  No0.22  Tahun 2022
memberikan perlindungan Anak Buah
Kapal melalui dari sebelum, sedang dan
pada saat sesudah bekerja dan mengatur
standrat minimum yang harus ada di
Perjanjian Kerja Laut diantara waktu
kerja dan waktu istirahat juga telah
mengatur kewenangan tunggal penerbit
perizinan  perusahaan  penempatan
dibawah kementrian ketenagakerjaan.

2. Penegakan hukum terhadap anak buah
kapal Indonesia yang mengalami
pelanggaran hak para pekerja di kapal
penangkap ikan asing telah diatur
melalui aturan nasional seperti Undang-
Undang No. 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
dan Peraturan Pemerintan Nomor 22
Tahun 2022 tentang Penempatan dan
Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran
dan Awak Kapal Perikanan Migran.
Namun, sejauh ini penegakan hukum
masih menghadapi berbagai tantangan,
mulai dari hambatan yurisdiksi di
wilayah perairan internasional hingga
keterbatasan akses korban dalam
melaporkan pelanggaran. Pemerintah
Indonesia bersama lembaga penegak
hukum berupaya melakukan penegakan
hukum dengan pendekatan preventif dan
represif, termasuk melalui kerja sama
bilateral ~dan  multilateral,  serta
penyediaan layanan pengaduan dan
perlindungan hukum bagi korban.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menyusun aturan lebih
lanjut mengenai perlindungan anak buah
kapal yang bekerja di kapal penangkap
ikan asing agar bisa lebih baik dalam

Kapal (ABK} Sektor Perikanan Indonesia yang
Bekerja di Luar Negeri. 2016



melindungi hak-hak anak buah kapal.
Setelah itu, penting untuk memperkuat
pemantauan terhadap setiap kapal atau
perusahaan tempat mereka bekerja di
kapal asing untuk  memastikan
perlindungan hukum berjalan optimal.
Pemerintah juga harus menetapkan
peraturan mengenai mekanisme
pengelolaan pengaduan masyarakat dan
penyelesaian  perkara, —memberiksan
bantuan hukum kepada anak buah kapal
yang mengalami permasalahan di atas
kapal, dan memperkuat proses pelatihan
sesuai dengan standar Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
sertifikasi ini  harus diakui secara
internasional.

. Penegakan hukum atas pelanggaran hak
para pekerja yang dialami anak buah
kapal harus diperkuat dengan melalui
kerja sama bilateral dan multilateral
antara pemerintah Indonesia dengan
negara-negara berbendera kapal asing.
Pemerintah  Indonesia juga harus
secepatnya dalam meratifikasi Konvensi
International labour Organization (Work
in Fishing) Nomor 188 Tahun 2007, agar
penegakan hukum bisa sesuai dengan
hukum internasional dan harus didukung
oleh pemerintah negara Indonesia dalam
melakukan pengawasan dan penindakan
tegas. Selain itu, penegakan kasus
pelanggaran harus dilengkapi dengan
pemantauan berkelanjutan dan
perlindungan  bagi  korban, serta
implementasi konvensi ILO No. 188
sebagai bagian dari standar
ketenagakerjaan di kapal penangkap ikan
asing.
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